BAB III
PEDOFILIA MENURUT HUKUM POSITIF

A. Latar Belakang Terjadinya Pedofilia

Perdagangan orang (khususnya anak) adalah bentuk modern dari
perbudakan manusia.Perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk
perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah
maraknya masalah perdagangan anak di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan
Negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian
Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi
internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*

Tindak pidana perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan
kejahatan baik terorganisasi.Tindak pidana perdagangan anak bahkan melibatkan
tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyalahgunaan wewenang dan
jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar
Negara.

Perdagangan anak di Indonesia sangat memprihatinkan.Menurut Komisi
Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) terjadi peningkatan sindikat
perdagangan bayi yang angkanya lebih dari 400 bayi.Mereka diperdagangkan
baik di dalam negeri maupun luar negeri.Selanjutnya khusus wilayah Jawa
Timur.Jumlah anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual komersil
diperkirakan 14 ribu orang.Diketahui pula sedikitnya 100 ribu anak dan

perempuan setiap tahun menjadi korban perdagangan manusia.Tujuan

®®penjelasan dari Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak
Pidana Perdagangan Orang.
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perdagangan anak selain untuk prostitusi, adopsi illegal, narkotika, dan penjualan
organ tubuh. Mereka bukan hanya dijual di dalam negeri tapi juga keluar negeri
seperti singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Inggris, Brunei Darussalam,
Jerman, dan Kanada.®’

Masalah pemerkosaan ini tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa saja
akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi pemerkosaan yang dilakukan pada anka-
anak. Banyak sekali pemberitaan di media-media yang menyoroti kasus
pemerkosaan terhadap anak-anak tersebut, kebanyakan pelaku pemerkosaan pada
ank-anak biasanya adalah tetangga korban dan bahkan keluarga korban.

Mengenai permasalahan tentang pemerkosaan di mana terjadi
pemerkosaan seorang ayah terhadap anak perempuannya, di mana pada kasus ini
pelaku dari segi kejiwaanya mempunyai suatu kelainan, karena pelaku
mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak-anak yang masih di bawah
umur. Perilaku penyimpangan seksual ini dikenal dengan istilah pedofilia.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
adalah sebuah Undang-Undang yang dirumuskan oleh pemerintah untuk
menjamin hak anak yang mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam
Konvensi Hak Anak.°®*Undang-Undang ini mengartikan anak sebagai seseorang

yang berusia di bawah 18 tahun® dan melarang eksploitasi atau seksual serta

57 Republika, 23-12-2005, Kekerasan Terhadap Anak Makin Meningkat, Sumber:
http://www.republika.co.id/korandetail.asp?id=227786&kat id=6&kat id1=&kat id2=,
diakses 18 Agustus 2015

%% Candra Gautama, Konvensi Hak Anak, (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
(LSPP)& The Asia Foundation, 2000), 22-26.

% Ibid, Konvensi Hak Anak Pasal 1


http://www.republika.co.id/koran
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kekerasan dan pelecehan terhadap anak.’Anak mempunyai kedudukan yang
sangat strategis dalam bangsa, Negara, masyarakat, maupun keluarga.Oleh
karena itu kondisi anak perlu diperlakukan secara khusus agar dapat tumbuh dan
berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya.”'Karenanya,
dibutuhkan perlindungan khusus untuk menyelamatkan mereka.”

Namun ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak
tersebut tidak dirumuskan pengertian perdagangan anak yang tegas secara
hukum.Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan
dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan
perdagangan orang. Oleh karena it, diperlukan Undang-Undang khusus tentang
tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum
meteril dan formil sekaligus. Maka disusunlah Undang-Undang RI No. 21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk tujuan
tersebut, Undang-Undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis
tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi
dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam
negeri maupun secara antar Negara, baik pelaku perorangan maupun korporasi.

Perlindungan anak sebenarnya bagian yang terintegral dengan penegakan
hak asasi manusia.Namun di Indonesia penegakan HAM nampaknya tidak begitu
memperhatikan  aspek perlindungan anak.Tingginya angka kejahatan

perdagangan anak menunjukkan belum seriusnya upaya pemerintah terhadap

"Sumber http://hrw.org/indonesian/reports/2005/indonesia0605/6.htm. diakses 20 Agustus
2015

""DarwanPrinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 98

7 Ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak, Pasal 19 Ayat 1


http://hrw.org/indonesian/reports/2005/indonesia0605/6.htm
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pelaksanaan perlindungan anak. Hal tersebut sama artinya Negara juga belum
serius dalam menegakkan hak asasi manusia.

Tindakan perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh
seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau
hukum yang berlaku adalah melanggar.”

Mengenai permasalahan tentang pemerkosaan di mana terjadi
pemerkosaan seorang ayah terhadap anak perempuannya, di mana pada kasus ini
pelaku dari segi kejiwaanya mempunyai suatu kelainan, karena pelaku
mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak-anak yang masih di bawah
umur. Perilaku penyimpangan seksual ini dikenal dengan istilah pedofilia.

Adapun pengertian dari pedofilia ini adalah berasal dari kata Pais, Paidos
yang berarti anak, dan kata Plileo, Philos yang berarti mencinta. Sehingga dapat
ditarik kesimpulan bahwa pedofilia adalah suatu penyakit kejiwaan di mana
seseorang mempunyai penyimpangan seksual yakni mempunyai kecenderungan
seksual terhadap anak-anak.Tindakan pedofilia dapat berupa pertama, perbuatan
ekshibisionistis dengan memperlihatkan alat kelamin pada anak-anak. Kedua,
membelai-belai , menciumi, mendekap, meminang, dan tindakan manipulasi
tubuh anak-anak lainnya. Melakukan senggama dengan anak.

Seorang pedofilia biasanya laki-laki berumur antara 35-45 tahun, kondisi
mereka mempunyai kelainan mental, bersifat Psikopat, alkoholik, dan bertingkah
asusila, di Indonesia perilaku ini juga sering menjadi suatu persyaratan untuk

mendapatkan suatu ilmu tertentu.

"Soetandyo Wingjosoebroto, Kejahatan Perkosaan Telah Teoritik Dari Sudut Tinjau llmu-
Iimu Sosial, (Yogyakarta: PKBI-DIY, 1997), 22
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Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus pedofilia ini sudah demikian
meresahkan masyarakat. Banyak ditemukan akhir-akhir ini berbagai media massa
yang memberitakan anak-anak perempuan yang diperkosa oleh mereka yang
memang mempunyai kelainan seksual ini. Berita-berita di media massa ini
banyak menggambarkan betapa memilukan nasib anak-anak perempuan di
Indonesia.

. Kriteria dan Dasar Hukum Pedofilia
a. Kriteria Pedofilia

Masyarakat kita adalah masyarakat yang masih memandang tabu masalah
seksualitas, akan tetapi ketika mencermati lebih dalam lagi permasalahan ini,
kita akan melihat banyak sekali aktifitas seksual yang sangat jauh sekali dengan
tatanan moral yang selama ini kita elu-elukan , sebagai contoh sejak munculnya
buku Jakarta Undercover , yang secara blak-blakan menelanjangi aktifitas seksual
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.

Dalam hal ini seharusnya disadari bahwa masyarakat kita dengan bangga
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sehingga masalah seksualitas disembunyikan
dalam tabir ketabuan. Sementara dilain pihak masyarakat tanpa malu-malu lagi
menikmatinya di luar batas kewajaran dan moral yang ada, di mana-mana kita
akan menemui tabloid-tabloid yang terkesan seronok, juga menambahkan slogan-
slogan di mana di dalam tabloid tersebut yang mewakili kisah-kisah seks secara
vulgar, lebih menyedihkan lagi kesemuannya itudisertai gambar-gambar atau
foto yang merangsang dan nyaris telanjang. Padahal tabloid-tabloid tersebut

banyak ditemukan di kios-kios pinggir jalan yang memungkinkan siapapun untuk
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melihatnya tidak terkecuali anak-anak. Belum lagi merebaknya VCD porno di
pasaran, hal ini mungkin jelas memperlihatkan bahwa seks dan segala
aktifitasnya bukan lagi dianggap sebagai suatu yang bersifat pribadi dan
dinikmati sewajarnya, sesuai dengan fitrah manusia. Akan tetapi seksualitas
telah bergeser nilainya menjadi suatu barang yang layak diperdagangkan.

Merebaknya seksualitas publik dan juga sejak perversinya di tanah air
kita ini, berimbas pada munculnya fenomena-fenomena baru dalam masyarakat
kita. Salah satunya adalah merebaknya kekerasan seksual yang terjadi di dalam
masyarakat kita, banyak sekali tersaji di media berita-berita pemerkosaan. Yang
sering terjadi adalah kekerasan seksual laki-laki pada perempuan ini terjadi
karena ataupun setelah pelaku menonton film porno. Hal ini memperlihatkan
dengan jelas bahwa imajinasi seksual dengan segala perversinya memang mudah
sekali merangsang libido manusia, sehingga bisa dikatakan bahwa betapa
dekatnya libido dengan kekerasan.”*
b. Dasar Hukum Pedofilia

Tindak pidana dalam pengertian yang sederhana, merupakan suatu bentuk
perilaku tertentu yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa
konsekuensi hukum pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.”” Dalam

pengertian yang lain perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh

" Basis , No. 03-04, tahun ke-52, 23-26
"HarkistutiHarkisworo, 7indak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 179
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hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka dikenakan
sanksi pidana.’®

Dalam rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilarang
adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akaibat yang dilarang sehingga
dengan demikian yang diancam sanksi pidana ialah orang yang melakukan
perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Perbuatan atau
tindak pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang
menunjuk pada dua kejadian yang kongkret, yaitu:

1. Adanya kejadian tersebut;
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tertentu.”’

Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana jika perbuatan ini
memenuhu unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada kelakuan:

2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;

4. Kelakuan itu dapat diberikan pada pelaku;

5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.”

76 Soeharto, Hukum Pidana Material, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 22

77Moelyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Pustaka, 1882), 37-38

"Cst, Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1989), 290
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C. Aplikasi Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pedofilia

Pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam ialah pembebasan
seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang
dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud
dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.”’

Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Kalau ketiga perkara ini terdapat maka terdapat pula pertanggungjawaban
pidana, dan kalau tidak terdapat maka tidak ada pula pertanggungjawaban
pidana.

Dalam hal untuk menentukan kemampuan untuk bertanggungjawab ada dua
faktor, yaitu (pertama) faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat
membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah kelakuannya dengan keinsafan atas
nama diperbolehkan dan dimana yang tidak.*® Akan tetapi menurut Ruslan
Saleh® bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu
ditentukan pertama-tama oleh akal. Tetapi mengenai faktor kedua yaitu
kehendak bukanlah faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang

bertanggungjawab. Menurutnya kehendak adalah bergantung pada akal, bilamana

" A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 173
%Roeslan Saleh, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1993),
80
! bid,, 81
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akal sehat dan normal, artinya bilamana seorang mampu membeda-bedakan
antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan maka oleh
hukum diharuskanlah kalau orang itu juga menentukan kehendak sesuai yang
diperbolehkan oleh hukum. Oleh karenanya faktor kehendak bukan merupakan
faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab, melainkan salah satu
faktor dalam menentukan kesalahan.

Terkait dengan kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP juga di
sebutkan dalam pasal 44 ayat 1 yang berbunyi barang siapa yang melakukan
perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawakan padanya, disebabkan karena
jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkwling) atau terganggu karena
penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut di atas, maka kita dapat
mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya
manusia, yaitu manusia yang berakal fikiran, dewasa, berkemauan sendiri. Kalau
tidak demikian maka tidak ada pertanggungjawaban pidana atasnya, karena
orang yang tidak berakal fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah
orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum dewasa.

Tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak di atur dalam hukum
Indonesia tetapi hal ini harus di pahami tentang arti pedofilia sendiri yang mana
melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan
anak sendiri itu di lindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam

Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:
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1. Pengertian Anak

a.

Anak Menurut KUHP

Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa apabila
berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut
dalam perkara pidana, Hakim boleh memerintahkan supaya sibersalah itu
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang
memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak
dikenakan sesuatu hukum, namun untuk pasal 45, 46 dan 47 KUHP telah
dinyatakan tidak berlaku lagi dnengan lahirnya Undang-Undang No. 3
Tahun 1997.%

Anak Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan orang yang belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
tidak lebih dahulu telah kawin.*’

Anak Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.84

82penjelasan dari Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

8penjelasan dari pasal 330 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

8Ppenjelasan dari Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak
Pidana Perdagangan Orang.
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d. Anak Menurut Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan
Anak
Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dirumuskan
bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun. Sedangkan syarat kedua anak belum pernah kawin. Maksudnya
tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan
kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau
perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak di anggap telah
dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.®
e. Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dikatakan
bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.®
Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban
manusia itu sendri, yang dari hari kehari semakin berkembang. Secara
Internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirnya Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Anak. Indonesia telah meratifikasi
konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. konvensi
memuat kewajiban Negara-Negara yang meratifikasinya untuk menjamin

terlaksananya hak-hak anak.

% penjelasan dari Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
8 penjelasan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sesuai
dengan pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003

Sedangkan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan
kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum anak
dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak di exploitasi secara ekonomi dan
atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik
fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan
salah dan penelantaran, hal ini terdapat dalam pasal 1 butir 15 Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002."

. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Hak-hak anak sendiri yang perlu dilindungi sesuai dengan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002, adalah:

a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).

¥ Abud Salam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Restu Agung, 2007), 6
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Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan (pasal 5).

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan
orang tua (pasal 6).

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh
oleh orang tuanya, apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang
anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau
diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (pasal 7).

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spriritual, dan sosial (pasal 8).

Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang:

a.

Sanksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh
kerahasiaan identitas (pasal 44 ayat 1).

Untuk melindungi sanksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan
kabupaten/kota wajib membentuk ruang pelayanan khusus pada kantor
kepolisian ~ setempat guna melakukan pemeriksaan di  tingkat
penyidikan.(pasal 45 ayat 1).

Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat
dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana

perdagangan orang.(pasal 46 ayat 1)
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D. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

1.

Menurut KUHP

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUHP terdiri dari:
Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh
orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban
adalah anak dibawah umur.
Pasal 287 ayat 1, menyatakan bahwa:

“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan,
padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum
15 (lima belas tahun), atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu
kawin diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan tahun).”

Pasal 288 ayat 1 KUHP, menyatakan bahwa:

“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan,
yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu
kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan
pidana penjara paling lambat 4 (empat tahun).”

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan
kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan
tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa
kekerasan bila terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan
membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau
hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan
demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya

untuk menyetubuhi korban.
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b. Perbuatan cabul
Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan
yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.
Pasal 289 KUHP, menyatakan:

“bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa
seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan
kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Pasal 290 ayat 2 KUHP, menyatakan:

“bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun,
barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal
diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima
belas) tahun atau belum kawin.”

Pasal 290 ayat 3 KHUP, menyatakan:

“bahwa barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya
harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau ternyata
belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.”

Pasal 292 KUHP, menyatakan:

“bahwa orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan
orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,
bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun.”

Pasal 293 ayat 1 KHUP, menyatakan:

“bahwa barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,
menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan penyesatan
sengaja menggerakan seorang belum cukup umur dan baik tingkah
lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan
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cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 294 ayat 1 KUHP, menyatakan:

“bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak
tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup
umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya,
pendidikannya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam
dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang
dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang
berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan
korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang
dewasa kepada anak di bawah umur.

c. pornografi

pengertianpornografi sebelum adanya Undang-Undang Anti
Pornografi Tahun 2008 yakni berdasarkan pendapat ahli dan KUHP.
Menurut pendapat ahli hukum, pornografi merupakan perbuatan yang
memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,
terhadap anak dibawah umur. Memperlihatkan gambar-gambar atau alat
yang melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur dilarang sesuai
dengan ketentuan dalam pasal 283 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

“bahwa seseorang diancam dengan ancaman pidana maksimal 9
(sembilan) bulan atau denda paling banyak 600 (enam ratus ribu) rupiah,
barang siapa yang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk
sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran
atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau
menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang
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diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 17 (tujuh
belas) tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah
diketahuinya.”

2. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sanksi bagi pelaku pedofilia menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, adalah:
a. Persetubuhan
Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan
oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini
adalah di bawah umur, diatur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut:
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tiga tahun dan denda paling
banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp.
60.000.000.00 (enam puluh juta).”
b. Perbuatan Cabul
Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang
dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.
Diatur dala pasal 82 yang isinya sebagai berikut :

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
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belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00
(enam puluh juta).”

Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di
bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun
kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, di pidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda
paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta).”

Tindakan para pelaku pedofilia ini dengan berbagai macam cara
baik itu melalui internet atau pun organisasi, dan pedofilia juga sudah
mempunyai jaringan internasional lewat forum-forum sesama pelaku
mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa-siapa

saja yang bisa di jadikan korban.



